
BUPATI DOMPU

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;

Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam
wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Tambahan Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas
dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Mengingat

Menimbang

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PEN DAP AT AN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR l^^ TAHUN 2018



5.Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor  66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

6.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

7.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5049);

8.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

9.Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor  6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

10.Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor  7,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor  6 Tahun 1988

tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor  10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 3373);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4028);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90,! Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 4712);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575 );

16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang  Sistem Informasi  Keuangan  Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana
telah  diubah  dengan Peraturan  Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah  Nomor 56 Tahun 2005
tentang  Sistem Informasi  Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4578 );

18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585 );

19.Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20.Peraturan Pemerintah Nomor  3  Tahun 2007

tentang  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor  19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);



21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang   Standar   Akuntansi   Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang  Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

23.Peraturan Pemerintah Nomor  2  Tahun 2012
tentang  Hibah  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor  5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

24.Peraturan Presiden Nomor  16 Tahun 2018

tentang Pengadaan   Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017Nomor 33);

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16
Tahun  2007  tentang  Tata  Cara  Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Aggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun
2011tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor  13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011  tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir  dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun
2018tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial   Yang   Bersumber   dari    Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

28.Peraturan Menteri  Dalam Negeri    Nomor  38
Tahun 2018 tentang Pedoman   Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;



Jumlah Pembiayaan NettoRp40.154.914.983,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan  (Rp. 00,00)

Rp42.704.914.983,00
Rp. 2.550.000.000.00

3. Pembiayaan
a.Penerimaan
b.Pengeluaran

Rp 33.136.953.783,00
Rp286.819.871.721,00
Rp291.995.174.764.00

Rp611.952.000.268,00

Rpl.235.093.695.034,00

(Rp 40.154.914.983.00)

Rp467.349.333.210,00
Rp 15.507.710.000,00
Rp 3.150.000.000,00
Rp 1.405.772.056,00
Rpl33.728.879.500,00
Rp, 2.000.000.000,00

Rp623.141.694.766,00

RplOl.031.715.383,00
Rp903.968.168.000,00
Rpl89.938.896.668.00

Rpl.194.938.780.051,00

Jumlah Belanja
Surplus / ( Defisit)

b. Belanja Langsung
1)Belanja Pegawai
2)Belanja Barang dan Jasa
3)Belanja Modal

1.Pendapatan:
a.Pendapatan Asli Daerah
b.Dana Perimbangan
c.Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Jumlah Pendapatan

2.Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung
1)Belanja Pegawai
2)Belanja Hibah
3)Belanja Bantuan Sosial
4)Belanja Bagi Hasil
5)Belanja Bantuan Keuangan
6)Belanja Tidak Terduga

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri

atas :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

o

Menetapkan :

29. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Dompu Tahun 2019 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor

161);



I

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018 NOMOR !

8

EN DOMPU

Diundankan di Domu
Pada tan

SEKRET

IN

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Dompu,

Ditetapkan di   Dompu
Pada tanggal %B Desem>r^018

Pasal2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini,


